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PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan
kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi
Yudisial, diperlukan Grand Design Peningkatan
Kapasitas Hakim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Yudisial tentang Grand Design Peningkatan
Kapasitas Hakim;

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang
Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5250);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG GRAND
DESIGN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM.
Pasal 1
Menetapkan Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana
terlampir dalam Peraturan Komisi Yudisial ini.
Pasal 2
Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi acuan bagi Komisi Yudisial dalam melakukan upaya
peningkatan kapasitas hakim.
Pasal 3
Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim dapat diubah sesuai dengan
kebutuhan dimasa mendatang, yang penetapannya dilakukan dengan
Peraturan Komisi Yudisial.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelatihan peningkatan
kapasitas hakim, diatur oleh Peraturan Komisi Yudisial.
Pasal 5
Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

EMAN SUPARMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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